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ABSTRAK

ANALISIS JURIDIS KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG
DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

OLEH
HERMAN CHANDRA LUBIS
NPM : 06 840 0187
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap
perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk
bebas dari perhambaan (servitude) atau perbudakan (slavery). Hak asasi ini bersifat
langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan
asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk
menegakkannya tanpa terkecuali.

Permasalahan yang diajukan adalah Apakah faktor penyebab terjadinya tindak
pidana perdagangan orang di Indonesia, apakah tindak pidana perdagangan orang
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana
pertanggung jawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak"
asasi manusia.

Penelitian yang dilakukan adalah secara kepustakaan dan penelitian lapangan.
Sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya
tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah faktor kemiskinan,
ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke
industri serta krisis ekonomi. Faktor kemiskinan memiliki identifikasi yang sangat
melekat dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan faktor kemiskinan ini
dapat juga dikatakan sebagai faktor ekonomi. Tindak pidana perdagangan orang dapat
dikategorikan sebagai peianggaran hak asasi manusia karena csseorang baik itu anak
atau wanita yang menjadi objek perdagangan manusia tidak lagi mendapatkan hak-hak
kebebasannya sebagaimana manusia layaknya karena haknya dikungkung oleh pelaku
tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Pertanggungjawaban pidana tindak
pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia maka kepada pelaku
yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana unsur yang
ditentukan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diancamkan
oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tersebut.
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BAB1

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu kewaktu
bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun
spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada
tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.'

Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk
dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis
multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangannya krisis moneter.

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain
dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah
dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk
kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar
Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan
lainnnya. Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh
pemerintah memang terlihat dengan jelas, sepeni terbentuknya jalan-jalan baru,

gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

! Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi
Aparatur Penegak Hukum, Jakarta, Juni 2002, hal. 2.
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Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka
panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi
masih banyak pula tantangan atau persoalan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak
produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan
peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas
moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta
tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi
hukum belum dapat diwujudkan. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan
aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan
kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan
menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang
tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan
penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat
dan berbaéai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak
kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada
pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia
masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana),
seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah,
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